SALINAN

PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI

Menimbang

MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

a. bahwa penyediaan rumah yang layak bagi masyarakat

berpenghasilan rendah merupakan bagian dari upaya
mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial, sehingga
Pemerintah = Daerah  perlu mendukung  percepatan
pelaksanaan program pembangunan perumahan melalui
pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
bahwa terdapat perkembangan dan penyesuaian kriteria
masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya untuk
wilayah Jawa, yang mempengaruhi kelayakan masyarakat
dalam memperoleh kemudahan pembangunan dan perolehan
rumah, sehingga kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan perlu disesuaikan dengan kondisi
sosial ekonomi masyarakat;

bahwa dengan diundangkannya  Peraturan  Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan
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Mengingant

Kriteria ~ Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  Serta
Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan
Rumah, Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2024 tentang
Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah perlu untuk
dilakukan penyesuaian,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6867);

Peraturan Bupati Brebes Nomor 111 Tahun 2024 tentang
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 111);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.
Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun
2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita
Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 111) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan
pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR,
masyarakat yang memenuhi persyaratan harus
mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
b. memenuhi kriteria MBR.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
(1) Besaran penghasilan MBR per bulan paling banyak untuk
kategori Tidak kawin sebesar Rp8.500.000,00 (delapan
juta lima ratus ribu rupiah), kategori Kawin sebesar
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu
orang untuk peserta Tapera sebesar Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah).
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(2) Luas lantai paling luas 36 m2 untuk pemilikan rumah
umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling

luas 48 m2 untuk pembangunan rumah swadaya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 7 April 2026
BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 7 April 2026 Ttd.
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES
PARAMITHA WIDYA KUSUMA
Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Dr. TAHRONI, M.Pd. SRR AN B—
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 12 TAHUN 2026

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina — IV/a
NIP. 198712142010012020

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunalkan sertifikat elektronik yang di
terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

D4

Kab.Erbes



		2026-04-10T08:43:06+0700
	Dokumen telah disetujui dan ditandatangani secara elektronik




